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ABSTRAK 

 

Lembaga keuangan (Baitul Mal wat Tamwil) merupakan lembaga yang 

melayani masyarakat secara baik dengan istilah “menolong” masyarakat yang 

membutuhkan. Sebuah BMT tentu tidak terlepas dari perselisihan atau sengketa 

dengan anggotanya (nasabah). Hal ini terkait dengan pembiayaan yang diajukan 

oleh anggota (nasabah) yakni sering terjadi kemacetan dalam pembiayaan 

khususnya dalam pembiayaan murabahah. Dalam setiap lembaga keuangan, jika 

terjadi perselisihan maka dilakukan musyawarah. Namun pada praktiknya, di 

BMT Assyafi‟iyah Lampung tidak ada musyawarah dengan nasabah. 

Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk menelaah masalah 

tentang bagaimana penyelesaian sengketa di BMT Assyafi‟iyah Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data 

yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder. Data primer ialah data yang 

berasal langsung dari lapangan, yakni yang terkait dengan proses penyelesaian 

sengketa di BMT Assyafi‟iyah, mencakup proses pada klausul-klausul di 

dalamnya dan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder ialah buku, jurnal, 

dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. 

Kemudian menggunakan deskriptif analisis, didapatkanlah gambaran data 

mengenai proses dalam pembiayaan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan 

ialah analisis induktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau 

fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat ketidaksesuaian atau 

kesenjangan dalam proses atau langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa di 

BMT Assyafi‟iyah Lampung, yakni perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi 

hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan. Dalam konsepnya, 

BMT Assyafi‟iyah tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip 

syariah ADR. Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah antara 

lembaga dengan anggota (nasabah) tidak menggunakan musyawarah dalam 

penyelesaian sengketa. Selain itu, jika terjadi kemacetan tidak dilakukan 

peringatan dan restrukturisasi terlebih dahulu kepada nasabah untuk 

menyelamatkan pembiayaannya. Dengan demikian, BMT Assyafi‟iyah langsung 

bertindak melakukan sita jaminan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.  

 

 
 

 

 

Kata Kunci: “BMT Assyafi’iyah, Pembiayaan murabahah,  ADR” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ٽ

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

ِ ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

3. Bila ta‟ marbutah  hidup  atau  dengan  harkat,  fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis muta‟aqqidin يتعقديٍ

 Ditulis „iddah عدة

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

الأونيبءكرايت   Ditulis karāmah al-auliyā‟ 

 Ditulis zakātul fiṭri زكبة انفطر
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D. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis I ـِ

 Fathah Ditulis A ـَ

 dammah  Ditulis U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جبههيت

fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis yas‟ā يسعى

kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريى

dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيُكى

fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaulum قول

G. Vokal   Pendek   yang   Berurutan   dalam   Satu   Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 Ditulis a'antum أأَتى

 Ditulis u'idat أعدث

 Ditulis la'in syakartum نئٍ شكرتى

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 Ditulis al-Qur‟ān انقرأٌ

 Ditulis al-Qiyās انقيبش
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2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟Ditulis as-Samā انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis ẓawī  al-furūḍ ذوي انفروض

 Ditulis ahl as-sunnah اهم انسُت
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PERSEMBAHAN 
 
 

Teruntuk yang telah berjuang dengan keras yang tak mengenal lelah di 

bawah teriknya matahari, ayahanda dan ibunda tercinta, tiada kata 

maupun tindakan yang bisa menyamai jasa kalian, sungguh tak 

mampu anakmu ini jika tanpa perhatian dan belas kasihmu, teriring 

do‟a terbaik untuk kalian, akhirnya aku lulus, yeah.... 

kudedikasikan karya kecil ini untuk kalian: 
 

 Ayahanda Saman dan ibunda Syariah, A.Ma tercinta, terima kasih 

atas semua do‟a yang tak henti-hentinya kalian panjatkan untukku, 

tanpa do‟amu aku apalah-apalah tak mungkin bisa menyelesaikan 

pendidikanku. I love you bunda dan ayahanda. 

 Semangat hidup dan sumber bahagiaku, adikku Amin Septiawan 

yang selalu menyemangatiku agar selalu semangat, senantiasa 

sehat selalu dan selalu kurindukan. 

 Tak lupa teruntuk guru-guruku di IAIN Jurai Siwo Metro yang 

selalu aku rindukan, yang selalu memberi dukungan, sehat selalu 

bapak ibu, anak didikmu ini akhirnya menyelesaikan studi S2nya. 

 Almamater tercinta, kampus perubahan, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk 

mengenyam pendidikan lebih lanjut. 
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KATA PENGANTAR 

 بسن الله الر حوي الر حٍن

لا اله إلا الله وأشهد أى هحودا رسىل الله،  الحود لله رب العالوٍي، أشهد أى

والصلاة والسلام على سٍدًا وهىلاًا هحود صلى الله علٍه وسلن وعلى آله 

وأصحابه أجوعٍي. رب اشرح لً صدري وٌسر لً أهري واحلل عقدة هي 

 لساًً ٌفقه قىلً، أها بعد :

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta 

alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan 

hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah 

melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan 

kepada junjungan Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat 

berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman. 

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini 

dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: “Penyelesaian 

Sengketa Jasa Keuangan (Studi pada Baitul Mal wat Tamwil Assyafi’iyah 

Lampung)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan mungkin selesai 

tanpa adanya penyusunan penelititan ini. Untuk itu, sebagai rasa takzim, ijinkanlah 

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada: 

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga, yang telah Memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam 

pendidikan di kampus perubahan ini; 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi 

penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal 

berkaitan dengan administrasi secara umum; 

3. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku pembimbing, atas arahan dan 

nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, mengoreksi dan 

memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. 
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Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan 

keluarganya. 

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister 

Hukum Islam Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai 

tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

5. Oang tua di rumah bapak ibu yang selalu terus mendoakan tak henti-

hentinya dan memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan selama 

studi di UIN Sunan Kalijaga ini demi kelancaran selama menuntut ilmu di 

Yogyakarta. 

6. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 

2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister 

Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat 

kita bersama. 

7. Sahabatku yang telah menemani  selama suntuk proses penyusunan tesis 

ketika ada dalam kesulitan dari proses proposal hingga akhir, Ahmad 

Misbakh Zainul Musthofa, yang sudah membantu, zahid sapto, 

Liantika Rizki Rindani, citra andini, Nurul Mufidah, Umdah Aulia, 

Marzuki Diono, Wahyu Faisal, yang telah ikut peran dalam 

menghilangkan kegundahan dalam penyelesaian tesis ini terimakasih 

untuk semuanya. 

8. Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 

baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan, dan analisisnya. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam 

rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.  
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Penulis, 
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NIM: 1620310017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah 

yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam 

satu kegiatan lembaga.
1
 Mengembangkan sikap hidup hemat, memberikan 

pelayanan modal bagi anggotanya, melatih diri berfikir dan bermusyawarah, 

mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung dan ditumbuhkan atas prakarsa 

modal awal dengan berlandaskan sistem ekonomi.
2
 Secara konsep keuangan BMT 

memainkan dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. 

Syukron Kamil menyebut BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) 

suatu aktivitas ekonomi rakyat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.
3
 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri terpadu, lembaga 

keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, 

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya. Kegiatan Baitul Mal wat Tanwil (BMT) 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

                                                           
1
 Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013  tentang 

Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT), Jurnal Economica Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. 
2
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), hlm. 114. 

3 Yusar Sagaral, Muharam Angga Pratama, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul 

Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt), Sosio Didaktika: 

Social Science Education Journal, 3 (1), 2016. 
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kualitas kegiatan pengusaha kecil.
4
 Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan 

zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan 

amanatnya. Prinsip Operasional BMT terbagi ke dalam dua kegiatan yaitu 

Penggalangan Dana (funding) dan Penyaluran Dana (lending/financing).
5
 BMT 

merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan 

karena lembaga itu didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
6
 

Eksistensinya BMT (Baitul Mal wat Tanwil) memang belum diketahui secara luas 

oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif 

homogen. 

Visi BMT menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang profesional 

dan terpercaya. Misi BMT menciptakan sistem lembaga dan kondisi kehidupan 

ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar Islam yaitu keselamatan 

keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
7
  

Sebagai Baitul Tamwil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang 

memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga perbankan makro, yaitu melakukan 

upaya penghimpunan dan penyaluran dana.
8
 Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 

merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang menjalankan fungsinya 

menghimpun dana dan menyalurkannya.  

                                                           
4 Kuat Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Kota 

Pekalongan, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015. 
5
 Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Mal Wattanwil (BMT) Sebagai 

Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 
2016. 

6
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 85. 
7
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 15.  
8
 Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai 

Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 
2016. 
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Bentuk lembaga keuangan (BMT) merupakan pelayanan mikro yang 

melayani masyarakat miliki modal kecil maupun masyarakat yang kekurangan 

modal dapat bergabung menjadi anggota atau calon anggota. Selain itu 

operasional BMT menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah marjin dan 

segmentasinya adalah masyarakat menengah ke bawah.
9
 

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) memiliki fungsi yaitu menyalurkan antara 

masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk 

memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang 

mendapat modal dari simpanan atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. 

lembaga keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi 

orang yang ingin berusaha. Masyarakat yang membutuhkan dana kecil untuk 

keperluan usahanya bahkan untuk keperluan lain dapat mengajukan pembiayaan 

ke BMT selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan 

dengan menggunakan jaminan, apabila anggota dalam pembiayaan wanprestasi 

maka pihak lembaga keuangan dapat melakukan sengketa atas jaminan tersebut.
10

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 1993 yang pada 

prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan 

melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan 

kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan 

                                                           
9
  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hlm. 17. 

10
 Ibid., hlm. 21. 
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kembali (restructuring).
11

 Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  di 

Sektor Jasa Keuangan dengan mediasi, ajudikasi, arbitrase. Lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan 

ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan 

oleh Lembaga Jasa Keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian 

sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external 

dispute resolution). Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan 

dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.  

Penyelesaian sengketa Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan 

asas musyawarah untuk mencapai mufakat dengan non litigasi. Menurut 

Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian 

sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim 

dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).
12

 Mekanisme 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) dapat berupa penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi.
13

 Dalam hal ini 

penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan non 

litigasi atau tidak dengan badan peradilan. 

                                                           
11

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm. 75.  
12

 Rachamadi Usman, Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8 
13

Taufikkurrahman, Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa 

Konsumen,(Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan, Jln. Raya Panglegur 

Km. 04 Pamekasan), Jurnal  Iqtishadia, Vol.2 No. 1 Juni 2015.  
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Di dalam pembiayaan di BMT Assyafi’iyah (Lampung) pada pembiayaan 

murabahah, terdapat permasalahan yaitu dalam pembiayaan jika terjadi 

perselisihan dalam pembiayaan tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dengan 

nasabah. Sedangkan dalam aturan klausul pada pasal enam apabila terjadi 

keterlambatan dalam pembiayaan, pihak kedua bersedia membayar denda sebesar 

120.000/ bulan yang akan dialokasikan ke dana sosial, dan apabila pihak kedua 

lalai atau tidak membayar kewajiban selama tiga bulan berturut-turut  maka pihak 

pertama berhak mengambil alih dan atau menjual benda jaminan tersebut. 

Sedangkan pada prakteknya pihak lembaga BMT Assyafi’iyah ketika belum jatuh 

tempo sudah menyita jaminan untuk pelunasan hutang, padahal ketentuan dalam 

kontrak menyebutkan bahwa jaminan tersebut bisa dijual atau diuangkan apabila 

nasabah tidak membayar kewajibannya selama tiga bulan berutut-turut.  

Peneliti fokus untuk mengkaji penyelesaian sengketa di BMT Assyafi’iyah 

(Lampung), yang mencakup ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 

/POJK.07/ 2014 Tentang Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Sektor 

Jasa Keuangan, dengan melihat proses penyelesaian ADR (Alternative Dispute 

Resolution). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah di BMT 

Assyafi’iyah? 

2. Bagaimana proses ADR dalam  penyelesaian sengketa di BMT 

Assyafi’iyah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah di 

BMT Assyafi’iyah. 

2. Untuk mengetahui proses ADR dalam penyelesaian sengketa di BMT 

Assyafi’iyah. 

D. Kajian  Pustaka 

Berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang telah peneliti lakukan, 

berikut peneliti paparkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa di lembaga 

keuangan syariah. 

Pertama, Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang 

ditulis oleh Fathurrahman Azhari Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani km. 

4,5 Banjarmasin. Dalam penelitian ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik 

bank maupun nonbank mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

(nasabah) dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan dan pinjaman, 

maupun jasa. Setelah dana disalurkan oleh LKS selaku investor kepada pengelola 

usaha, terdapat dua kemungkinan: usaha dikategorikan lancar karena memiliki 

manajemen yang baik atau manajemen usahanya kurang baik, sehingga 

pembayaran angsuran menjadi terhenti. Dalam situasi ketika terjadi sengketa 

antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, yang dikarenakan 

angsuran pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal 

lain seperti ada pihak yang tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak 

sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, 

maka mekanisme penyelesaian yang ditempuh bisa melalui pengadilan atau 
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proses di luar pengadilan. Subjek dari penelitian ini lembaga keuangan syariah 

dengan objek penelitian penyelesaian di dua jalur tersebut, melalui pengadilan 

maupun proses di luar pengadilan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Bank 

Indonesia, Peraturan salah satu Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional.
14

 

Kedua, Supriyadi dengan judul Desain Penyelesaian Kredit Macet 

Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Melalui Pendekatan 

Sosio Legal Research. Dalam penelitian ini, ia mengevaluasi operasional 

pembiayaan syariah di BMT Bina Ummat Sejahtera khususnya dalam menangani 

masalah kredit macet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kredit macet yang 

terjadi di BMT tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal berkait dengan: ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan 

pembiayaan, tidak dilakukannya BI Checking untuk mengetahui rekam jejak 

calon nasabah, lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian 

pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, akad perjanjian yang 

ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi: iktikad buruk anggota, anggota mengalami musibah misalnya pailit atau 

mengalami problem rumah tangga. Oleh karena itu, disarankan adanya 

pengawasan dan penertiban secara ketat oleh pemerintah terhadap lembaga 

keuangan syariah agar menaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga 

pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Cara penyelesaian dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu internal dan 
                                                           

14 Fathurrahman Azhari, “Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, 

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin, Jurnal At - Taradhi Jurnal 

Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012. 
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eksternal. Penyelesaian internal yaitu dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk di 

masing-masing cabang di seluruh BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) seluruh 

Indonesia dengan didampingi oleh remedial dari kantor BMT Bina Ummat 

Sejahtera (BUS) pusat. Penyelesaian ini merupakan bagian dari penyelesaian 

secara non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian ini sering 

disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu menunjukkan pranata 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para 

pihak (self-governing system). Sedangkan penyelesaian dengan eksternal dengan 

melibatkan penyelesaian oleh pihak ketiga yaitu dengan pengacara ini pun lebih 

mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan karena dianggap lebih efektif 

dalam mencapai tujuannya.
15

 

Ketiga, Gunawan Joko Prihatmanto tentang Penyelesaian Sengketa Atas 

Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada PT 

Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang pembantu Boyolali). Dalam penelitian ini 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berkembang dengan banyak jenisnya dan 

permintaannya yang semakin meningkat. Berkembang serta meningkatnya 

permintaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga tidak lepas dari andil 

para pihak yang terdapat dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Di dalam 

program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terdapat tiga pihak yang terlibat. Para 

pihak yang terlibat adalah konsumen sebagai pembeli (debitur), pengembang 

(developer) sebagai penyedia lahan atau rumah, serta bank sebagai kreditur. 

Secara singkat hubungan para pihak di atas dalam transaksi pengadaan rumah 

                                                           
15

 Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina 

Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research”, Jurnal Al-„Adalah Vol. Xiii, No. 2, 

Desember 2016. 
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melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah konsumen (debitur) sebagai 

pembeli, membeli rumah kepada pengembang (developer) dengan cara membayar 

uang muka (sebagian dari total harga rumah) sebesar 30% dari harga jual rumah 

secara keseluruhan, sedangkan sisa 70% konsumen meminjam/kredit melalui 

bank (kreditur) oleh bank pinjaman/kredit konsumen tersebut. Kemudian 

disalurkan/dicairkan kepada pengembang sebagai pelunasan pembelian rumah. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan 

yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. 

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan 

tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi riset dan studi 

kepustakaan. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer 

maupun data sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa. Sudut 

pandang yang dilihat dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran kredit 

perumahan, apa sajakah permasalahan yang berkaitan dengan KPR, serta 

bagaimanakah model penyelesaian dalam perjanjian kredit macet. Penyelesaian 

dalam kredit macet yang dilakukan pihak bank (internal) dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah ada tiga tahap yaitu: pertama: rescheduling, kedua: 

reconditioning, ketiga: restructuring.
16

 

                                                           
16 Gunawan Joko Prihatmanto, “Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet Dalam 

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Boyolali)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2017. 
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Keempat, A. A. N. Wira Chandra Hadiningrat dkk. tentang Tinjauan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dari Perspektif Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. A. A. N. Wira Chandra Hadiningrat dkk. 

membahas: Pertama tentang Bagaimanakah Alternatif Penyelesaian Sengketa 

menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kedua, tentang Bagaimanakah 

proses Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang 

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, 

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).  Penyelesaian sengketa dan 

perlunya bantuan untuk menggunakannya secara efektif. Penyelesaian sengketa 

dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap produktifitas dan pelaksanaan 

bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil lawyer dan bidang lainnya yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyelesaian sengketa untuk 

dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan 

penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masyarakat 

hanya sedikit yang menyadari kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur 

ini, sebab diperlukan adanya pendekatan dua arah mendidik para praktisi hukum 

dan masyarakat bisnis mengenai penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

khusus untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa ada empat cara penyelesaian 

sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Dengan hasil 

penelitian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 
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Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam 

Pasal 6 yang terdiri dari Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, dan Penilaian 

Ahli yang masing-masing memiliki kelebihan dalam mencapai tujuan. Proses 

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diawali dengan 

tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. 

Dibandingkan dengan kerugian dari proses mediasi yang dilaksanakan dalam 

proses penyelesaian sengketa, mediasi lebih menguntungkan karena dapat 

mencapai tujuan para pihak dengan win-win solution secara efektif dan efisien.
17

 

Kelima, Safwan tentang Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan 

Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta. Safwan merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peran mediator di lembaga 

Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa keuangan dan juga untuk 

mengetahui bagaimana bentuk dan proses penyelesaian sengketa keuangan 

syariah ditinjau dari konsep maqasid as-syari’ah. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriftif-analisis yang berlokasi 

di lembaga Ombudsman Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara metode: wawancara kepada bagian bidang penelitian, pengembangan 

dan hubungan kelembagaan (litbang) lembaga Ombudsman Yogyakarta. Masalah 

yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif 

dan teknis analisis deduktif-induktif yang didasarkan pada maqasid as-syari’ah, 

sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur’an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban 

                                                           
17

 .A. N. Wira Chandra Hadiningrat.dkk, “Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Melalui Mediasi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, Program Kekhususan/ 

Bagian Hukum Peradilan Fakutas Hukum Universitas Udayana. 
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yang realistis dan sesuai dengan syariah. Dengan hasil penelitian ini mengenai 

peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah sangat 

diperlukan untuk membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas 

pelayanan publik menjadikan lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai wadah 

pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan 

oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran lembaga 

Ombudsman Yogyakarta sangat penting dalam rangka mendorong dan 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan 

sewenang-wenang sehingga tercipta clean and good governance. Jadi, 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih merupakan manifestasi dari 

maqasid as-syari’ah karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

masuk dalam kategori maqasid ad-dharurriyat, karena penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bersih bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, akan 

tetapi menjadi keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara garis 

besar, bahwasannya penyelesaian sengketa di lembaga Ombudsman sejalan 

dengan konsep hukum Islam tapi tidak sejalan dari segi praktiknya. Karena dalam 

hal meneyelesaikan kasus keuangan syariah masih banyak kekurangan di bagian 

personal penanganan kasus. Ditemukan mediator yang belum bersertifikat dan 

juga rekomendasi yang belum mengikat.
18

 

 

 

                                                           
18

 Safwan,  “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran 

Ombudsman Yogyakarta”, Tesis, Program Studi Hukum Bsnis Syariah Yogyakarta 2015. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang 

melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
19

 Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang 

mudah diakses oleh Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

mencakup LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan ADR 

(Alternatif Dispute Resulation). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di 

Sektor Jasa Keuangan pada bab 3 pasal 4 Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

yang mempunyai layanan penyelesaian Sengketa berupa mediasi, ajudikasi, dan 

arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain melalui pengadilan 

(Litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (Non 

Litigasi) yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).  

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS) 

LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) pada Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif  

Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan pada bab 3 pasal 4 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di antaranya: mediasi, ajudikasi, 

arbitrase yang mempunyai peraturan 1) Layanan penyelesaian sengketa, 2) 

                                                           
19

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 
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Prosedur penyelesaian sengketa, 3) Biaya penyelesaian sengketa; 4) Jangka waktu 

penyelesaian sengketa, 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi 

mediator, ajudikator, dan arbiter, dan 6) Kode etik bagi mediator, ajudikator, dan 

arbiter. 

 Berdasarkan pasal 4 POJK No.1/2014, LAPS yang dimuat dalam daftar 

LAPS yang ditetapkan oleh OJK meliputi LAPS di antaranya: 

a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa 

mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. 

b. Mempunyai peraturan yang meliputi layanan penyelesaian sengketa, 

prosedur penyeesain sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka 

waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan kepentingan dan 

afiliasi ajudikator dan arbiter, serta kode etik bagi mediator, ajudikator 

dan arbiter. 

c. Penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efektivitas 

dalam setiap peraturannya. 

d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan penyelesaan 

sengketa. 

e. Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh 

asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self-

regulatory arganization.
20

 

 

 
                                                           

20 Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 

07/Lapspi Per/2015 tentang Peraturan Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Indonesia. 
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a. Mediasi  

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

proses perundingan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk 

memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator.
21

 Mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui perundingan yang 

melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak (impartial), serta 

kehadirannya diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut 

mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu para pihak yang 

bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengambil keputusan, hanya sebagai fasilisator saja. Seorang mediator 

harus netral, tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu 

keputusan, para pihak sendiri yang memutuskan sepakat atau tidak. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 

ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang kegiatan usaha yang menggunakan prinsip 

ekonomi syari’ah, maka apabila terjadi sengketa yang harus dilakukan dalam 

musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang 

Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa dalam Peraturan Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/Lapspi Per/2015 tentang 

Peraturan dan Prosedur Mediasi Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa terkait prosedur penyelesaian sengketa, ialah: 

                                                           
21 Ibid. 
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a) Peraturan dan Prosedur mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan 

melalui Mediasi, baik yang diajukan langsung oleh para pihak kepada forum 

mediasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun yang ditempuh 

melalui forum Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa.  

b) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi di lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:  

1) Merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan dan/atau berkaitan 

dengan bidang perbankan 

2) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa 

3) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan 

perdamaian  

4) Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak 

tidak berhasil mencapai perdamaian; dan 

5) Antara Para Pihak terikat dengan Perjanjian Mediasi.
22

 

b. Ajudikasi 

Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan 

umum yang dilakukan oleh ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang 

dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan pemerimaan tersebut maka 

pututsan dimaksud mengikat para pihak. Ajudikator adalah seseorang yang 

ditunjuk untuk memeriksa perkara dan memberikan puttusan ajudikasi mengenai 

                                                           
22 Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 

07/Lapspi Per/2015 tentang Peraturan dan Prosedur adjudikasi Pengurus Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. 
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sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa. 

Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi di lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di 

bawah ini: 

a) Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan 

bidang Perbankan 

b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa 

c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan 

perdamaian 

d) Sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi pada layanan Probono, 

tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian 

e) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi.
23

 

c. Arbitrase 

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan 

yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan Peraturan dan 

Prosedur Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan 

pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang merupakan arbiter tetap di 

                                                           
23

 Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 

07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Pengurus Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. 
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lembaga lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak 

yang bersengketa atau yang ditunjuk di lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Peraturan dan prosedur ini untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan 

Arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada 

Arbitrase lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Prosedur di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu:  

a) Peraturan dan Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa yang 

diselesaikan melalui Arbitrase di lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

b) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase di lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah 

ini: 

1) merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan 

dengan bidangperbankan 

2) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang 

bersengketa 

3) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat 

diadakan perdamaian 

4) antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase. 

c) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dilakukan 

oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan 

berlandaskan tata cara kooperatif  dan non konfrontatif serta 

mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan dan/atau lembaga 

Arbitrase lainnya. 

d) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa termasuk Arbiter, Pengurus, 

Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk memberikan dan/atau 

menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara 

profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat 

dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak. 

e) Para Pihak, Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib 

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini.
24

 

 

3. Alternative Dispute Resolution (ADR) 

ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam 

konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa 

                                                           
24

 Peraturan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 

07/Lapspi Per/2015 Tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase Pengurus Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. 
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penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-

lain.  ADR di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat 

kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik 

penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Penyelesaian sengketa di luar peradilan 

(ADR) lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur 

peradilan. 

a. Mediasi  

Melalui mediasi pihak ketiga yang netral akan duduk bersamasama dengan 

para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam 

upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam 

proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Mediator 

tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat 

para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi 

komunikasi di antara kedua belah pihak. 

b. Arbitrase 

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan 

oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. 

Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui cara arbitrase, 

pelaksanaannya berbeda dengan cara penyelesaian sengketa melalui cara 

konsiliasi maupun mediasi. Melalui cara ini, majelis bertindak aktif untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan. 
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Yang dilakukan pertama kali adalah dengan memberikan penjelasan kepada 

konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa tentang perihal peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen serta diberikan 

kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menjelaskan 

hal-hal yang dipersengketakan. Melalui cara ini keputusan/kesepakatan dalam 

penyelesaian sengketa ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis yang dibentuk 

BPSK tersebut. 

c. Konsiliasi 

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang 

bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. Penyelesaian 

dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu 

konsumen dan pelaku usaha dengan didampingi oleh Majelis dalam upaya 

penyelesaiannya. Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang 

bersengketa dan menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan konsumen. Kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa 

diberi kesempatan yang sama untuk menjelaskan hal-hal yang disengketakan. 

Dalam konsiliasi ini Majelis hanya bertindak pasif sebagai Konsiliator dalam 

proses penyelesaian sengketa sedangkan keputusan atau kesepakatan penyelesaian 

sengketa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, keputusan tersebut 

tergantung dengan kesukarelaan para pihak. 

Konsiliator hanya bertugas sebagai fasilitator sebagaimana tugas dalam 

proses mediasi. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu 
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dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa 

pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin 

disampaikan langsung oleh para pihak. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa 

model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara 

konsensus antar pihak, di mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun 

tidak aktif. 

Tamli Rusli menjelaskan di setiap tingkat dalam proses konsiliasi, 

konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa. Kosiliator dapat 

melakukan proses konsiliasi yang dianggapnya layak, dengan memper-

timbangkan faktor-faktor antara lain sebagai berikut: 

1. Situasi dan kondisi dari kasus tersebut. 

2. Keinginan para pihak, termasuk keinginan yang diucapkan para pihak 

secara lisan. 

3. Kebutuhan untuk diproses secara cepat. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki dua pengertian, yaitu: 1. Ilmu mengenai 

metode dan 2. Proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.
25

 Untuk 

menghasilkan suatu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, maka penelitian 

perlu menggunkan metode penelitian yang tepat dan sistematis agar mendapatkan 

data yang valid. Metode penelitian ini dipaparkan sebagai instrumen penelitian 

dalam melakukan serangkaian proses sampai pada tahap ahir penelitian. 

                                                           
25

 H Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan lmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajat,2010), hlm. 40. 
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Setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu agar 

penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (field 

research), menurut Ronny Hanitijo Soemarto, penelitian empiris adalah 

penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang 

diperoleh langsung dari lapangan.
26

 Jadi, dalam penelitian ini yaitu proses 

menemukan suatu aturan konsep atau prinsip yang digunakan dalam 

sebuah lembaga keuangan.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

konseptual (conceptual approach), yang mana peneliti dalam mengkaji 

permasalahan ini menggunakan beberapa konsep sebagai alat ukur atau 

landasan yang diajadikan pedoman.
27

 Adapun konsep yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti yaitu konsep 

proses Alternative Dispute Resolution (ADR). Penggunaan konsep ini 

sebagai acuan dalam penelitian karena ADR merupakan salah satu cabang 

ilmu yang seringkali digunakan di lembaga keuangan untuk melihat proses 

di lembaga keuangan. 

 

 

                                                           
26

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

!983), hlm. 24. 
27

 Peter Mahmus Marzuki, Penelitian Hukum, ( jakarta: Prenada Media Group), hlm. 178. 
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3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam membantu menjawab 

persoalan yang diteliti adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan gambaran atau pemaparan atas suatu aturan atau hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam 

menjawab permasalahan.
28

 Jadi dalam penelitian ini menggambarkan 

proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi’iyah yang kemudian 

dianalis dengan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR). 

4. Sumber Data 

Bahan hukum dalam penelitian ini diperinci dalam berbagai 

macam tingkatan, yaitu: 

a. Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
29

 

Bahan hukum primer dalam mengkaji objek penelitian yang diteliti 

adalah terkait proses penyelesaian sengketa dalam pembiayaan atau 

draf kontrak (perjanjian) murabahah di BMT Assyafi’iyah yang 

mencakup proses dan klausul-klausul di dalamnya. 

 

 

                                                           
28

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum, hlm. 34 dan 183. 
29

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum., hlm. 181. 
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b. Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, Fatwa 

Dewan Syariah (DSN) No. 04/ DSNMUI/IV/2000, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 

Restrukturisasi Pembiayaan. Selain itu bahan penelitian sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, artikel-

artikel yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di lembaga 

keuangan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan studi pustaka dan wawancara: 

a. Studi pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan 

hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
30

 

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan 

dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui 

media internet.
31

 

b. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau 

                                                           
30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 21. 
31

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normati.., hlm. 130. 
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informan untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh 

dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden atau 

narasumber atau informan yang memahami persoalan 

mengenai prosedur proses pembiayaan. Adapun responden 

yang diwawancarai ialah pihak BMT ialah Kepala Divisi 

Pembiayaan. 

6. Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis 

yang memberikan gambaran suatu aturan atau konsep di dalam suatu 

lembaga dengan melihat dan dianalisis dengan konsep Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Kemudian bahan konsep tersebut digambarkan yang 

diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder.
32

 Selanjutnya 

dianalisis dengan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti 

menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar 

terhadap objek penelitian yang diteliti, sehingga membuat suatu 

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan 

teori yang telah dikuasai.
33

 

 

 

 

                                                           
32

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: UH III, 2010), hlm.303. 
33

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian Hukum Normatif.., hlm.183. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

dibagi dalam lima bab adalah sebagai berikut: 

Bagian awal adalah bagian formalitas yang meliputi Halaman Sampul 

Depan, Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pernyataan 

Bebas Plagiasi, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan, Nota Dinas 

Pembimbing, Abstrak, Halaman Transliterasi, Halaman Persembahan, Kata 

Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran. 

Bab pertama, berisi antara lain akan diuraikan pendahuluan, terdiri dari 

Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan kegunaan 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, metodologi penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

Latar belakang masalah yang tujuannya untuk mengantarkan kepada hal 

yang menjadi permasalahan dan pentingnya penelitian. Tujuan dari kegunaan 

penelitian untuk memberikan gambaran sebagai pedoman dalam penelitian 

tentang yang ingin dicapai dalam penelitian baik secara teoritis maupun praktis. 

Kajian pustaka yang dipergunakan identifikasi penelitian lain untuk menempatkan 

posisi penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai 

landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan agar koridor penelitian tidak 

melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang 

dipergunakan, yakni tata cara penelitian yang dapat dipergunakaan sebagai alur 

penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat terarah dan tepat sasaran yang 

hendak dicapai. Sistematika pembahasan pemetaan setiap isi bab yang tujuannya 
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untuk melakukan pengaturan penempatan setiap data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Bab kedua, Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Bab dua poin pertama 

berisi penjelasan membahas tentang proses penyelesaian sengketa jasa keuangan 

ADR, definisi Alternative Dispute Resolution (ADR), Sejarah Alternative Dispute 

Resolution (ADR) di Indonesia, Macam-macam Alternative Dispute Resolution 

(ADR), Macam-macam Alternative Dispute Resolution (ADR) ini terbagi menjadi 

empat yang menjelaskan di antaranyanya: Konsiliasi, Arbitrase, Mediasi, dan 

Negosiasi. Poin kedua yakni Fatwa DSN tentang Penyelesaian Sengketa yang 

mencakup di antaranya: ayat al-Qur’an, al-Hadis, dan Pendapat Para Ulama. 

Kemudian Poin ketiga berisi Konsep Alternatif penyelesaiaan Sengketa 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan yang 

mencakup di antaranya: Penyelesaian sengketa secara internal dan Penyelesaian 

secara eksternal. 

Bab ketiga, poin pertama, Gambaran Umum BMT Assyafi’iyah Lampung 

yang meliputi Sejarah Singkat Pendirian, Struktur organisasi BMT Assyafi’iyah, 

Visi dan Misi BMT Assyafi’iyah, Tujuan dan Sasaran BMT Assyafi’iyah, 

Manajemen BMT Assyafi’iyah. Poin kedua, Produk-produk BMT Assyafi’iyah. 

Poin ketiga berisi Proses Penyelesaian Sengketa di BMT Asyafi’iyah Lampung. 

Bab keempat berisi analisis data, yakni Analisis Penerapan Alternative 

Dispute Resolution (ADR) di BMT Assyafi’iyah Lampung. Dalam bab ini akan 
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menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa Alternative Dispute 

Resolution (ADR) di BMT Assyafi’iyah Lampung. 

Bab kelima berisi penutup, merupakan bab terakhir yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari 

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

telah ditetapkan. Adapun saran yang dimaksud adalah saran dari peneliti atas hasil 

penelitian yang telah didapatkan bagi lembaga terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi‟iyah pada dasarnya 

memiliki beberapa tahap, pertama dalam penyelamatan pembiayaan 

bermasalah terlebih dahulu dengan tahap peringatan SP 1, SP 2, dan SP3. 

Kemudian apabila dalam tahap tersebut tidak berhasil dilanjutkan melalui 

penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan 

kembali (restructuring). Selanjutnya apabila proses ini tetap tidak bisa 

berhasil, maka pihak BMT melakukan eksekusi dengan cara paksa pada 

nasabah (anggota) untuk memenuhi sisa tanggungan hutangnya. Pada 

praktiknya, apabila terjadi perselisihan maka pihak BMT mengambil 

tindakan secara sepihak dengan membawa pihak kepolisisan dan  

diselesaikan secara paksa tanpa ada musyawarah. 

2. Penyelesaian sengketa di BMT Assyafi‟iyah tidak sesuai dengan konsep 

ADR. Hal ini terlihat pada penyelesaian sengketa dengan mediasi yang 

mengambil seorang mediatornya yaitu DPS. Padahal dalam ketentuannya, 

seorang mediator haruslah orang lain yang tidak memihak. Selain itu, 

ketika terjadi perselisiahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah 

terlebih dahulu. Akan tetapi, pada praktiknya tidak ada musyawarah; yaitu 

diambil keputusan sepihak tanpa ada konfirmasi dengan anggota. Dalam 

hal ini, penyelesaian sengketa di BMT Assyafi‟iyah tidak sesuai dengan 

konsep ADR. Dalam konsep ADR bahwasanya yang melakukan mediasi 
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atau yang menjadi seorang mediator haruslah orang yang netral yang 

tidak memihak. Namun praktiknya, yang melakukan mediasi di BMT 

Assyafi‟iyah adalah dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan pengacara 

yang berasal dari BMT Assyafi‟iyah. 

B. SARAN 

1. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang melayani masyarakat 

terutama di bidang keuangan. Maka dalam hal apapun jika terjadi 

perselisihan sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan yang 

bersangkutan; yaitu nasabah agar tidak terjadi suatu keputusan sepihak. 

Sekecil apapun permasalahan dan seberapa pun besar jumlah pembiayaan 

yang diajukan nasabah, jika terjadi kesenjangan sebaiknya pihak BMT 

melakukan pembicaraan dengan nasabah dalam keadaaan apapun, dengan 

tujuan agar nasabah pun mengetahuinya. 

2. Jika sudah mempunyai konsep atau peraturan, hendaknya Pihak BMT 

menerapkannya dengan baik. Tidak hanya berupa tulisan yang hanya 

dijadikan sebagai formalitas semata. 
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BAB I 

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 

 

 
 A. Istilah - istilah 

 

1. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk kerjasama permodalan antara 

koperasi dengan anggota yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi 

pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koprasi sesuai akad disertai dengan 

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai.  

2. Pembiayaan bermasalah berkenaan dengan resiko pembiayaan yang telah terjadi.menjadi 

penting mengingat hal ini harus ada tindakan atau pemecahan masalah.menunda 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah sama artinya dengan menggali kubur bagi 

lembaga keuangan itu sendiri. 

3. Non Performing Financing (NPF) 

4. Non performing Loan (NPL) 

5. Adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang 

lancar,diragukan dan macet. 

 B. Mengenali Resiko Pembiayaan 

 
Resiko adalah kemungkinan kondisi yang tidak diharapkan (buruk) yang dapat terjadi 

dimasa mendatang.pembiayaan adalah jasa utama dari dunia keuangan yang mesti dikelola 

hati-hati dan penuh resiko. Resiko pembiayaan identik dengan kemungkinan kegagalan 

pembiayaan yang berupa tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang telah diberikan. 

Pemahaman ini sangaT penting mengingat resiko pembiayaan akan sangat mempengaruhi 

kelangsungan lembaga keuangan. 

Adapaun dampak buruk yang kemungkinan besar terjadi : 

1. Berakibat menurunya tingkat kesehatan lembaga keuangan. 

2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap embaga keuangan tersebut hilang. 

3. Kelangsungan usaha keuangan terganggu. 

 

 

 

 

 

 
 

 C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

 

1) Ditinjau dari pihak yang terkait pembiayaan  
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Ada 3 penyebab utama ,yakni : 

1. Faktor Internal  Lembaga keuangan . 

2. Faktor Eksternal Lembaga Keuangan. 

3. Faktor Usaha Debitur / Anggota Pembiayaan. 

 

Tabel Penyebab Kegagalan Pembiayaan 

 

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL ANGGOTA 

1. Adanya self-dealing 

atau tindak kecurangan 

dari karyawan atau 

petugas pembiayaan 

 

2. Adanya kurang 

pengetahuan,keterampi

lan petugas 

pembiayaan. 

 

3. Kurang baiknya sistem 

informasi manajemen 

yang dibangun 

lembaga. 

 

4. Tidak adanya 

kebijakan pembiayaan 

yang baik pada yang 

bersangkutan 

 

5. Kurangnya 

pengawasan 

pembiayaan yang 

dilakukan oleh cabang 

yang bersangkutan 

terhadap penerima 

pembiayaan 

 

6. Sikap meremehkan 

ceroboh dan lalai dan 

1. Perubahan 

perekonomian makro 

 

2. Kejadian-kejadian 

yang diluar dugaan 

 

3. Persaingan antar 

lembaga keuangan 

yang menyebabkan 

lembaga yang 

bersangkutan tidak 

mampu melakukan 

seleksi resiko 

pembiayaan usaha 

yang bersangkutan 

 

4. Tekanan-tekanan 

politis dari luar 

lembaga keuangan 

yang berakibat adanya 

kompromi terhadap 

prinsip-prinsip 

pembiayaan yang 

sehat. 

 

5. Kesulitan atau 

kegagalan dalam 

proses likuidasi dan 

perjanjian kredit yang 

telah disepakati antara 

1. Ketidakpastian faktor 

ini dapat mendorong 

tindakan spekulatif 

yang dapat merusak 

usaha. 

 

2. Pengelolaan yang 

tidak /kurang baik 

berupa 

ketidakmampuan 

menjalankan fungsi 

manajeral atau pun 

dalam mengantisipasi 

perubahan 

moneter,ekonomi dan 

sosial. 

 

3. Faktor alamiah yaitu 

perubahan yang alami 

yang terjadi dalam 

perusahaan. 

 

4. Kompetisi yang 

berupa tingkat 

persaingan yang 

menyebabkan usaha 

debitur tidak efisien 

dan tidak  kompetitif 

dengan pesaing 
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pengelolaan 

pembiayaan 

anggota pembiayaan 

dan lembaga 

5. Sifat usaha debitur 

 

6. Faktor stabilitas dan 

sosial ,politik,budaya 

 

7. Struktur prekonomian. 

 

 

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan mempunyai beberapa penyebab yang 

terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai 

berikut: 

 

1. Faktor Internal  

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan 

pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman 

petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan 

petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.  

 

a) Petugas Pembiayaan  

integrity )  

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, 

orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik 

orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan Fraud 

(kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima Risywah (Gratifikasi ) dari 

calon penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan 

melakukan Fraud karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya 

pembiayaan bermasalah.  

 

ahuan ( Knowledge )  

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam 

mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas 

pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih 

calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite 

pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah 

sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.  

Attitude )  
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Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak 

memiliki sikap propersional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas 

pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan 

keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan 

karena faktor kedekatan keluarga atau  perkawanan sehingga mengabaikan 

profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar 

petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan 

semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut. 

 

Skill )  

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu 

untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan 

diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalsis kemampuan 

calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan 

dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya 

sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan 

pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya 

hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur 

sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena agunannya berupa BPKB mobil yang 

dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui pemberian 

dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. 

Keterampilan analisa keuagan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan 

sebuah pembiayaan yang diberikan. 

 

 2. Faktor Eksternal  

a) Anggota Penerima Pembiayaan  

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya 

antara lain:  

 

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter 

seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa 

dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang 

orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar 

kewajibannya. 
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Side Streaming Penggunaan Dana  

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah 

bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. 

Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam 

melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan 

yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa 

sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang lain tersebut mangkir dan sulit 

ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan 

pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah 

tidak diberlakukan.  

 

 

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakanl l lebih 

mementingkan kebutuhan onsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar 

kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih 

mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain. 

 

 

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Koperasi Syariah terkadang 

lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru 

yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar 

kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi Syariah justru dipakai untuk mengambil 

peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil. 

 

 Kondisi Lingkungan 

 Faktor Musim 

 Faktor Bencana Alam 

 Faktor Kebijakan Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN IV: TERJEMAH

Daftar terjemah Al-Qur'an dan Hadis

No Halaman Bab II

1 42 Q.S Ai-Hujarat:9 Arlinya: Banwasanya dan apabila ada

golongan orang muktnin berperang, maka damaikanlah antara

keudanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim itu,

schir-rgga golongar-r itu 'kernbali kepada perintah Allah. Jika

golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka

damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah

dcngzrn adil. Sungguh, allah mencintai orang-orang yang

berlaku adil.

2 42 QS. Al-Nisaa: 35 Artinya: Dan jika kamu kha"vatir tejadi

perswngketaan antara keduanya, maka kirimlah scorang juru

dan-rai dari keluarga laki-laki dan seorang juru darnai dari

keluarga perempuan. Jika keduanya fiuru damai itu) bennaksud

mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada

suami-istri itu. Sungguh, allah maha mengetahui, maha teliti.

aJ 43 Hadis Dari Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim Dan

Ibnu Hibban Meriwayatkan Dari 'Amar Bin Auf, Bahwa

Rasulullah Saw. Bersabda, "Pe{anjian Diantara Orang-Orang

Muslim Itu Boleh, Kecuali Perjanjian Yang Menghalalkan

Yang Haram Atau Mengharamkan Yang Halal.
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BAB II 

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PEMBIAYAAN SECARA UMUM 
 

1. Mendata dan membagi tugas 

 Pimpinan Cabang dan Account Officers setiap hari harus membuat data dan agenda 

penagihan serta pelaporan kegiatan penagihan harian waktu brifing. 

 Membuat Maping dan pembagian tugas penagihan. 

 Penagiahan diluar jam kerja diwajibkan pimpinan Cabang membuatkan surat jalan 

ke pada karyawandan penagihandiupayakan / didahulukan memakai kendaraan 

inventaris kantor. 

 Menyampaikan himbauan melalui SMS kepada anggota sebelum 3 hari jatuh tempo 

pembayaran angsuran untuk menghimbau agar membayar tepat waktu. 

 Melakukan call (Telefon ) kepada anggota sebelum 1 hari jatuh tempo pembayaran 

angsuran untuk menghimbau agar membayar tepat waktu. 

 Account Officer harus ada laporan mingguan anggota yang ditagih kepada pimpinan 

Cabang secara tertulis dengan dibuktikan dengan buku ekspedisi( tanda tangan 

anggota ) sertas urat pernyataan kesanggupan membayar angsuran dan Foto anggota 

yang di tagih. 

 Dilakukan cros collecting ( pergantian ) karyawan yang menagih apabila tidak 

terselasaikan. 

 Semua bukti penagihan dari foto penagihan dan surat pernyataan kesanggupan 

membayar diarsipkan di komputer dalam folder masing-masing anggota.dan untuk 

surat pernyataan kesanggupan membayar yang asli di arsipkan di berkas pembiayaan 

angota masing-masing. 

2. Jadwal  Penagihan 

 

 Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Kurang lancar ditagih minimal 1 kali dalam 

satu minggu dan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan membayar. 

 Diragukan dan macet ditagih 2-3 kali seminggu,apabila tidak ketemu ditunggu 

sampai malam serta dibuatkan surat pernyataan kesanggupan membayar. 

 Pimpinan Cabang dan Account Officer harus tegas dan usahakan setiap penagihan 

harus sudah ada kepastian dari anggota kapan dan tanggal berapa akan membayar 

usahakan jagan lewat bulan. 

3. Penggolongan Kategori Kemacetan 

 
Dalam hal ini pimpinan cabang dan Account Officer di tuntut harus cermat dan cerdas 

dalam mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah agar lebih efisien waktu dan cepat 

dalam penanganya tidak tertunda. 
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 Katagori “Sangat Mungkin” di tagih : dilakukan oleh satu karyawan dan 

penagihan dilakukan satu kali dalam satu minggu. 

 Katagori“Mungkin” ditagih : penanganannya atau penagihan dilakukan dua 

orang atau lebih dan penagihan dilakukan melalui telefon dan datang kerumah 

anggota minimal satu kali dalam satu minggu. 

 Katagori “Tidak Mungkin” Ditagih :  penagihan harus dua orang atau lebih dan 

boleh mengajukan bantuan team remidial dari pusat serta  membina hubungan baik 

dengan aparat desa untuk mempelancar proses penagihan. 

 Dari tiga hal diatas Pimpinan Cabang, Account Officerdan semua karyawan harus 

selalu kerja team dan cepat dalam menangani setiap masalah-masalah pembiayaan 

yang ada. 

4. Penagihan Langsung Ke Rumah Anggota 

 
 Tindakan yang harus dilakukan pimpinan cabang dan Account Officer  untuk 

mendatangi langsung pada tempat tinggal atau tempat kerja anggota,hal ini 

dilakukan apabila surat peringatan atau teguran diabaikan oleh anggota. Pimpinan 

Cabangdan Account Officer harus dating langsung kerumah anggota untuk 

menyelesaikan permasalahan ini. Jika anggota minta keringanan waktu untuk 

membayar ,pihak Bmt Assyafi’iyah Berkah Nasional harus membuatkan surat 

pernyataan bermatrai yang menyatakan kapan anggota akan membayar semua 

tunggakanya. 

5. Sanksi dan Denda 

 
 Anggota yang menunda-nunda atau melalaikan pembayaran angsuranya kepada 

koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan . 

 Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan 

akad pembiayaan antara anggota dengan pihak Bmt Assyafi’iyah Berkah Nasional. 

 Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan     

diperuntukkan untuk dana sosial  

6. Tingkat Cabang 

 

 Pimpinan cabang selalu mengecek, memeriksa dan menanyakan perkembangan 

pembiayaan kepada Account Officer. 

 Devisi Remidial Ikut melakukan penagihan setelah melakukan verifikasi berkas 

pembiayaan anggota bermasalah, setelah berkas di verifikasi dan sudah prosedur 

sudah lengkap tim remedial ikut melakukan penagihan dan membantu penanganan 

pembiayaan bermasalah apabila tidak selesai di tingkat cabang. 
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7. Tingkat Pusat 

 

 Apabila di devisi remedial tidak terselesaikan, maka di bentuk tim gabungan 

khusus dari pusat apabila dinilai sangat dibutuhkan. 

 Tim Bisnis melakukan penagihan dan membantu penanganan pembiayaan 

bermasalah apabila tidak selesai di tingkat Devisi remidial. 

BAB III 

STRATEGI MENCEGAH PEMBIAYAAN BERMASALAH  

SECARA SPESIFIKASI 

Kategori Pembiayaan Lancar yang harus dilakukan  

Membuat jadwal kunjungan kerumah anggota pembiayaan. 

 Kunjungi / silahturahmikerumah anggota minimal satu minggu sekali dalam satu 

bulan. 

 Jalin komunikasi lewat telefon dan sms dengan baik lakukan minimal satu minggu 

sekali . 

 Lakukan pemberitahuan lewat telefon pembayaran angsuran kepada anggota 

sebelum 3 hari jatuh tempo. 

 Monitoring dibuktikan dengan foto waktu kunjungan dan buku espedisi. 

 Segala bukti penagihan diarsipkan di berkas anggota 

Kategori Kurang Lancar yang harus dilakukan 

 
 Lakukan himbauan melalui telefon dan sms 7 hari dan 2 hari sebelum jatuh tempo 

angsuran untuk segara membayar tunggakan dan angsuran. 

 Apabila setelah dilakukan himbauan melalui telfon dan sms anggota belum juga 

membayar angsuran dan tunggakanya, lakukan penagihan langsung kerumah 

anggota dan pastikan anggota menandatangani surat pernyataan kesanggupan 

membayar semua tunggkan dan angsuran, serta jelaskan ke anggota sanksi-sanksi 

dan akibat jika tidak membayar angsuran. 

 Penagihan dibuktikan dengan buku espedisi dan foto penagihan. 

 Segala bukti penagihandiarsipkan di berkas anggota. 

Kategori Diragukan yang harus dilakukan  

 

 Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas pengajuan 

pembiayaan anggota. 

 Hubungi anggota melalui hendphone minimal 10 hari  sebelum jatuh tempo 

angsuran. 
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 Lakukan penagiahan sekali kerumah anggota dan sekali ketempat kerja atau 

usahanya. 

 Tekan terus anggota sampai anggota bosan. 

 Catat setiap informasi yang diberikan anggota baik keluahan dan janji membayar 

angsuranya disamping mencari informasi dari lingkungan atau tetangga. 

 Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar ke pada anggota dengan 

memberikan denda, dan pastikan kita yang menentukan tanggal , bulan dan tahun 

pembayaranya. 

 Tegaskan dan jelaskan sanksi–sanksi dan akibatnya apa bila dibulan depannya 

anggota menunggak lagi. 

 Segala penagihan dibuktikan dengan foto waktu penagihan dan diarsipkan diberkas 

anggota. 

Katagori Macet Yang Harus Dilakukan 
 

 Kita harus mengetahui data-data anggota dengan cara membuka berkas pengajuan 

pembiayaan anggota. 

 Hubungi anggota melalui hendphone minimal 2 hari  dalam satu minggu sebelum 

jatuh tempo angsuran 

 Lakukan  penagihan langsung kerumah dan ketempat usaha anggota. 

 Tekan terus anggota sampai anggota bosan dan membayar. 

 Tegaskan ke anggota untuk membayar segala tunggkan angsuran dan angsuran 

sampai bulan ini. 

 Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian tunggkan 

dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini. 

 Jelaskan dengan tegas kepada anggota sanksi-sanksi ke pada anggota apa bila di 

bulan depan menunggak lagi akan deberikan surat peringatan. 

 Dibuktikan dengan foto penagihan. 

 Segala bukti penagihan di arsipkan di berkas anggota. 

Dari empat katagori diatas apabila anggota masih tidak membayar segala tunggakan dan 

angsuranyapimpinan cabang dan semua karyawan harus tetap melakukan : 

1. Monitoring dan pengawasan terus menerus. 

2. Lakukan himbauan melalui telefon dan sms terus menerus 2 minimal dua minggu 

sekali. 

3. Lakukan penagihan langsung kerumah anggota dan ketempat usaha anggota 

secara tegas dan terus menerus minimal satu minggu dua kali. 

4. Tekan terus anggota hingga anggota bosan. 

5. Berikan somasi-somasi atau surat kesanggupan membayar ke pada anggota. 
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6. Tegaskan dan jelaskan terus sanksi-sanksinya kepada anggota. 

7. Semua bukti penagihan dibuktikan dengan foto dan  diarsipkan di berkas anggota. 

 

Setelah semua katagori diatas sudah dilakukan dengan maksimal dan terus menerus 

sampai anggota dinyatakan macet dan hasilnya anggota tidak juga membayar tungakanya  

maka pimpinan cabang harus memberikan surat peringatan kepada anggota. 

BAB IV 

STRATEGIPENANGANANPEMBIAYAAN MACET 

Surat Peringatan 

 

Surat peringatan akan diberikan kepada anggota saat anggota sudah dalam katagori 

macet.semua surat peringatan dibuat 2 ( dua ) rangkap yang satu ditandatangani anggota 

dan difoto waktu anggota tanda tangan agar kita mempunyai bukti sudah memberikan 

surat peringatan.dan yang satunya diberikan ke pada anggota.semua surat peringatan 

diarsipkan di berkas anggota. 

A. Surat Peringatan Pertama ( SP 1 ) 

o Surat peringatan pertama ( SP 1 ) akan diberikan kepada anggotaketika anggota 

dinyatakan macet atau anggota yang mengalami tunggakan angsuran dalam waktu 

271 hari atau 9 bulan + 1 hari. 

o Untuk surat peringatan pertama ( SP 1) menuju  ke surat peringatan ke dua ( SP 2 ) 

Pimpinan cabang dan Account Officer harus melakukan :  

1) Monitoring dan pengawasan terus menerus. 

2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan 

angsuran. 

3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan 

angsuran. 

4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian 

tunggkan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini. 

5) Pemberitahuan secara langsung (datang keruamah anggota langsung) 

dibuktikan dengan buku ekspedisi ( tandatangananggota ) dan Foto anggota 

yang di tagih. 

6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasanya 

anggota masing-masing. dan Account Officer membuat laporan penagihan ke 

pada Pimpinan Cabang. 

B. Surat Peringatan Ke Dua ( SP 2 ) 
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o Surat peringatan ke dua ( SP 2 ) akan diberikan kepada anggota yang mengalami 

tunggakan dalam waktu 31 hari atau 1 bulan + 1 hari, dari katagori anggota 

dinyatkan macet. 

o Untuk surat peringatan ke dua ( SP 2 ) menuju  ke surat peringatan ke tiga ( SP  3 

) pimpinan cabang dan Account Officer harus melakukan :  

1) Monitoring dan pengawasan terus menerus. 

2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan 

angsuran. 

3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan 

angsuran. 

4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian 

tunggkan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini. 

5) pemberitahuan secara langsung (datang keruamah anggota langsung) dalam 

hal ini penagihan wajib dilakukan pimpinan Cabang dan Account Officer 

dengan membuat surat pernyataan kesanggupan anggota membayar 

dibuktikandenganbukuekspedisi( tandatangananggota ) dan fotoanggota yang 

di tagih. 

6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasanya 

anggota masing-masing. dan kepala bagian pembiayaan membuat laporan 

penagihan ke pada Pimpinan Cabang 

C. Surat Peringatan Ke Tiga ( SP 3 ) 

 

o Surat peringatan ketiga ( SP 3 ) diberikan kepada anggota yang mengalami 

tunggakan angsuran dalam waktu 61 hari atau 2 bulan + 1 hari, dari kategori 

anggota dinyatakan macet. 

o Untuk surat peringatan ke tiga ( SP 3 ) tetap harus melakukan : 

1) Monitoring dan lebih tegas . 

2) Pemberitahuan atau himbauan lewat SMS agar membayar tunggakan 

angsuran. 

3) Pemberitahuan atau himbauan lewat Telefon agar membayar tunggakan 

angsuran. 

4) Berikan surat pernyataan kesanggupan membayar dengan semua rincian 

tunggkan dan denda serta angsuran sampai dengan bulan ini. 

5) pemberitahuan secara langsung (datang keruamah anggota langsung) dalam 

hal ini penagihan wajib dilakukan pimpinan Cabang dan Account Officer 

dengan membuat surat pernyataan kesanggupan anggota membayar dibuktikan 

dengan buku ekspedisi ( tanda tangan anggota ) dan Foto anggota yang di 

tagih. 
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6) segala bukti penagihan dan foto penagihan untuk di arsipkan diberkasnya 

anggota masing-masing. dan Account Officer membuat laporan penagihan ke 

pada Pimpinan Cabang dan ke Devisi Remidial. 

7) Setelah Surat peringatan ke tiga ( Sp 3 ) diberikan kepada angota. tetapi 

anggota tidak juga membayar semua tunggakan angsuranya sampe batas waku 

yang sudah di berikan maka pimpinan cabang langsung mengajukan usulan 

penagihan dari devisi remidial pusat 

 

BAB V 

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAHDENGAN STRATEGI  

PENYELAMATAN PEMBIAYAAN 

 

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

 

Setelah Surat Peringatan Ke Tiga SP 3 diatas tidak ada penyelesaian, Maka perlu diadakan 

peninjauan penyebab permasalahan pembiayaan. Apabila terjadi hal-hal yang bisa 

dimusyawarahkan ( sesuai kondisi anggota ). Penanganan pembiayaan bermasalah 

sebelum diselesaikan secara yudisial (hukum) dilakukan melalui penjadwalan ( 

rescheduling ), Persyaratan ( reconditioning ), dan penataan kembali ( restructuring 

).penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari tiga cara 

tersebut.setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan, penanganan 

selanjutnya diselesaikan secara yudisial atau diselesaikan oleh bagian devisi remidial 

dengan membawa pihak berwenang ( polisi ). 

o Stay Strategi adalah strategi saat Bmt Assyafi’iyah Berkah Nasional masih ingin 

mempertahakan hubungan bisnis dengan anggota dalam konteks waktu jangka 

panjang. 

1. Penagihan Intensif 

 

Penagihan intensif ini harus selalu dilakukan oleh Pimpinan Cabang 

danAccount Officer,seorang pimpinan cabang dan Account Officer harus 

tegas,berani dan tidak cengeng dalam penagihan.Pimpinan Cabang dan 

Account Officer harus melakukan penagihan sesering mungkin bagi anggota 

pembiayaan yang bermasalah dan bila perlu lakukan dalam satu hari tiga kali 

( Pagi, Siang, Malam ) apabila tidak bertemu anggota pembiayaan, dan 

harus mendapat kepastiandari anggota pembiayaan untuk membayar 

angsuranya(Kapan,Tanggal Berapa,hari apa ) 

2. Rescheduling ( Penjadwalan Kembali ) 
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Yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa 

syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran 

kembali / jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan termasuk jumlah 

angsuran pembiayaan . Dalam hal ini anggota pembiayaan diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan 

jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 12 bulan sehingga anggota 

pembiayaan mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikanya dan 

jumlah angsuran pun menjadi mengecil. 

3. Reconditioning (Persyaratan Kembali ) 

 

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan 

perjanjian,yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran,atau 

jangka waktu pembiayaan saja.dalam hal ini  penurunan margin 

dimaksudkan agar lebih meringankan beban anggota.jika margin per bulan 

sebelumnya 2,3 % menjadi 2 % .penurunan margin akan mempengaruhi 

jumlah angsuran yang semakin mengecil,sehingga diharapkan dapat 

membantu meringankan anggota pembiayaan.ketika anggota pembiayaan 

mengalami kemacetan dengan saldo tinggal pokok. 

4. Restructuring  ( Penataan Kembali ) 

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan antara lain melalui : 

1. Pengurangan tunggakan margin. 

2. Penambahan jumlah pembiayaan. 

Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring 

Harus didasarkan pada hasil penilaian kembali terhadap anggota pembiayaan 

menyangkut segala aspek. Fasilitas ini hanya diberikan maksimum 1 (satu) kali 

disertai dengan peningkatan pendampingan, dan harus diupayakan pelunasannya. 

Apabila penyelesaian tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan,pada umumnya 

upaya yang dilakukan lembaga keuangan dilakukan melalui prosedur hukum 

sehubungan dengan hal tersebut terdapat berbagai sarana hukum yang dapat 

dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah pembiayaan macet. 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui : 

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Damai 

 

o Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dapat dilakukan 

terhadap anggota pembiayaan beritikad baik untuk menyelesaikan 

kewajiban dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap 

lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui hukum. 
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o Jenis-jenis dan ketentuan penyelesaian pembiayaan secara 

damai,meliputi : 

1. Pemberian fasilitas keringan margin, pemberian fasilitas 

keringanan marjin hanya diberikan kepada penunggak dengan 

kolitibitas Diragukan , Macet dan Pembiayaan yang telah dihapus 

bukukan. 

2. Penjualan Agunan Di Bawah Tangan, penjualan agunan dibawah 

tangan dilakukan agar anggota pembiayaan masih diberikan 

kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunanya dan pihak 

koperasi berhak ikut menawarkan penjualan agunanya. 

6. Penyelesai Pembiayaan Bermasalah Melibatkan Pihak KepolisianDan 

Aparat Desa 

 

o Hal ini dilakukan apabila dari hal tersebut diatas no 1.6 tidak 

terselesaikan,maka alternatif terakhir ini dilakukan apabila : 

1. Anggota tidak dapat dihubungi. 

2. Anggota melarikan diri. 

3. Anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan 

kewajibanya sementara sesungguhnya anggota memiliki 

kemampuan untuk itu. 

4. Anggota tidak bersedia menyerahkan agunannya. 

 

o Pimpinanan Cabang dan Account Officer bertanggung jawab dan 

melaporkan semua data anggota pembiayaan bermasalah dan siap diminta 

data-data anggota pembiayaan (termasuk data penagihan ) kepada bagian 

diatasnya ( Devisi Remidial ). 

Dibentuk tim penagihan pembiayaan yang anggotaya gabungan dari 

Pimpinan Cabang,Account Officerdan karyawan.  

BAB VI 

TEGAS DAN FOKUS DALAM PENAGIHAN 

              A. Upaya Yang Ditempuh Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah 

 

1. Buat klasifikasi tindakan penagihan misalnya : mana anggota yang bisa ditagih 

melalaui telepon,melalui kunjungan,yang harus diberikan surat peringatan 

(SP),dan mana yang memerlukan pendapingan. 
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2. Rencanakan Jadwal Penagihan dengan melihat siapa anggota yang biasa 

membayar tepat waktu,siapa anggota yang sudah ada janji dan siapa anggota 

yang jatuh tempo hari ini. 

3. Atur Rute Penagihan yang efisien dengan memperhitungkan jarak dan luasnya 

area penagihan. 

4. Berbicara kepada anggota dengan jelas dan tegas sehingga pesan yang 

disampaikan benar-benar dipahami dan dapat terlaksana sesuai kesepakatan (baik 

bicara via telepon atapun tatap muka). 

5. Tegaskan secara brulang-ulang kepada anggota bahwa jatuh tempo  pembayaran 

angsuran tertera pada kartu angsuran. 

6. Jelaskan akibat-akibat yang timbul jika anggota mau menunggak atau sudah 

menunggak angsuranya seperti : sanksi denda sampai dengan pengambilan 

jaminan . 

7. Jangan gampang menerima janji-janji kosong dari anggota apalagi janji bayarnya 

mundur 15 hari dari tanggal jatuh tempo. pimpinan cabang dan Account Officer 

harus mampu membuat kesepakatan dengan anggota agar pembayaran dilakukan 

sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh petugas itu sendiri. 

8. Suruh anggota membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran sesui tanggal 

yang disepakati dan untuk bulan selanjutnya ditegaskan untuk membayar tepat 

waktu. 

9. Berikan surat peringatan kepada anggota yang tidak menepati janji pembayaran 

sesui prosedur yang berlaku. 

10. Hadapi anggota dengan penuh keyakinan jangan sampai kalah argumentasi 

dengan anggota dan jangan pernah merasa anda lebih rendah dari anggota 

walapun anggota kaya,pejabat dan keras wataknya.perlu di ingat bahwa anggota 

bersetatus berhutang pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional. 

             B. Strategi Penagihan Untuk Hasil Yang Maksimal 

 

1. Percaya diri penuh keyakinan dan berani. 

2. Focus pada pencapaian target. 

3. Disiplin dan bertanggung jawab. 

4. Mempunyai inisiatif yang tinggi. 
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5. Ada sifat rasa memiliki yang tinggi. 

6. Pandai mengatur trategi / bertindak taktis. 

7. Mampu berorganisasi dengan baik dan memenangkanya. 

8. Mempunyai daya juang yang tinggi (tidak gampang menyerah,dan tidak cengeng) 

9. Jujur dapat dipercaya /integritas yang tinggi. 

10. Selalau brusaha meninggkatkan pengetahuan dan kemampuan. 

11. Berambisi untuk maju/mengejar karir. 

12. Mempunyai insting/instuasi yang kuat. 

13. Mau berkerjasama dengan teman-teman yang lain ( TEAM WORK ). 

14. lobby dan negoisasi harus kuat dan jangan sampe kalah argumentasi dengan 

anggota. 
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Korr-rralu Vdv4)

KOPERAIII SIilIPAI{ PIHJAIII DAH PEHBIAYAAX SYART'AH
RLTT A SS,VA E'T'I\/A IT IIE'I}I' A fT \I A ETfrr\I A TELrt r 4l\rt, lrlt L L r_t LIt Ir.lJI\ItJlll L\lrlirl\r1 lJl,IJ

atDll $OrUI ;o- ?a/B*/XOr..l -Z /t t/ t 
'tg|'Jl, Jend. Sudirman Ro. I)9 Kotagalah Tlmur Xec. Kotagaiah Lampung T€ngah

Telp. (0725) 51OOr8t Fax. 0725 51OO19S

- $14|BMT-ASYA/ilU2016

"Haiorang-orang yang beriman. penuhihh akad-akad {perjanjian} mu itu.." (OS. AlMaidah : 1 )
I'lari Ahrr lJrr.aimh r a hahre,a ttatri ttrrhasm^l CA\Al ^^--^r L^-^^Li^vsr^vvtturqlqrrr.qwrrwolrqurrYrurta,trlrlcru{r Yv,irErllctlif.rciSclUUar. E}dlirllglilaPalliglfllnjafngenganleKao
mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya, dan barang siapa meminjam dengan niat tidak

mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkruf'. ( Al-Hadits)

t€ntor KrKS BMTAssyafi'iyah Raman Utiara pada Hari ini 
gtk 

Tanggal Dua putuh Enam Bulan
rl+an Tahun Dua Ribu Enam Betas ( F - 8 - 2016 ),yang bertanda tangan dibawah ini :

'l Nama Ahmae{ Eadali ia}ra+aa Et:--^-^- v ttrc 61.1 A--.,-Et:--. Lr..iqirtq iltltlrair E aqcii jaoaiafi i'incaPem n.jh.b ijlui i As8yafi'i)iah. Seianjutnya dtsebui
sebaoai Pihak Periama : t' A+i 9'gu<ava?/

2. Nama : ' ' W atamat Rukti Sediyo pekerjaan Tani
i*o. KTP {80709r9tr920001 adalah Anggota/Calon Anggota, yang selanjutnya
dcebut sebagai Pihak Kedua;

itnm didalam melakukar-r pe.suatan hukum ini Para Pihak teriebih ciahuiu menerangkan sebagai irerikut :

l. fttrak Perkama adalah Koperasi BMT Assyaf iyah yang merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syanah.
l!. Pihak Kedua adalah Anggota dan atau Calon Anggota Koperasi BMT Assyaf iyah.
lll. JAilINAN adalah benda tetap atau barang bergerak yang mempunyai nilaiekonomis hak milik pihak

Kedua atau Pihak Ketiga dapat berupa bidang tanah dan atau bangunan atau kendaraan bermotor
dengan buktihak kepemilikan yang sah berupa dokumen/surat berharga sepertiSertiftkat Hak Milik,
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB dan sejenisnya.

lhwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan
enandatanganisurai perjar-rjiar-r yang ciisebui ciengan Perjanjian Pembiayaan tiiurabahah
,ngan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1 Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan per.ianjian iniagar kedua belah sarna-sama memperoleh manfaat;
2. Bah''va Anggote/CalonAnggqig mengajukan pei'mohonan pembiayaan kepada KiKS BiviT Assyaf iyah uniuk

Pembelian F-{Fukz ohqV rfti
lr

Pasai 2
JUilLAH PE*IBIAYAAN, JANGKA WAKTU PEi'BAYARAN

1 Jumlah Pembiayaan pokok Rp. 3.000.000 Margin Rp 480.000 . Total Rp. 3.480.000

2 Pembayaran akan dilakukan dengan cara jafuh tempo selama 4 bulan dengan rincian pokok

3.480.000Rp. 3.000.000 Margin Rp. 480.000 TotalRp

3. Bahwa jangka Wakiu pembflarar cii cjaiam perjanjian iniciiiakukan pada tanggat 2A16

Pasal 3
JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB

26 Desember

fti ^)MJ

Perjanjian Pembiryaar ltlurabahah

1 Dana pembiayaan yang diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam

Sepeda Motor BPKB Motor J{1576106 F Haswanto RuktiSediyo



Pasal 4
PEMUTUSAN

-rwa pasal-pasal di dalam perianjian ini adaliah saling mengikal satu sarna Iainnya dan oJeh karenanya pjhak Kedua
ak dapat memutuskan atau mencabut apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian ini secara sepihak sebelum
'luruh ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 atlat (2) di atas terpenuhi Can atau sebelum semua kewejiban
nak Kedua terpenuhisebagaimana yang diperjanjikan di daian surat perjanjian ini.

pasa! 5
PERSELISIHAN

1. Bahwa pada prinsipnya setiap perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini, akan diselesaikan secara
musyarvarah mufakat antara kedua beiah pihak; .-(---

2.b€i'ffa arpabita timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kedua
belah pihak telah menyetujui dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tet?p di Kanto'
Pengadilan Negeridalam wilayah hukum dibuatnya perjanjian ini untuk menyelesaikannya; r,.'r

::::r:
DANA5I

1. Apab{a teriadi keterlambatan dalam pembayaran, Pihak Kedua bersedia membayar denda sebesar
Rp 120.000 / bulan yang akan dialokasikan ke dana sosiat:

2'fpabila Pihak Kedua lalaiatau tidak membayar kewajibannya selama tiga bulan berturut-turut maka pihak
P"*t:tsI''"[M_s!I1l11hJary!y rne!!{benda/ barans jamii-ary_. t

Pasal 7
LAIN-LAtN

i. Hai-hai yang beium ciiaiur atau iiciak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan dan dibuat kemudian
dalarn perjanjian tambahan, akan tetapi merupakan bagian dan menjadisatu yang tidak terpisahkan dalam
perjanjian ini;

2. Bahwa bila terdapat salah satu pasalatau ayat dari perjanjian iniyang dinyatakan bataldemi hukum oleh
para pihak atau oleh karena perubahan peraturan perundang-undangan, maka pemyataan tersebut tidak
|narlcVr rl harnanaar,,Ir alaa La^L^^L^- L--t-t...-..- J::li/=;ici'\ui uuiPUirg.riuii.iias 

^causaiiaii 
sei-iaKunya Carl pasai-pasal Oan ayat-ayata latn di dalam peflanjian

ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain perjanjian initetap bertaku, mengikat dan memilikikekuatan hukum.

nikian perjanjian pembiayaan Murabahah inidibuat ciengan dukungan dokumen oan keterangan yang benar.l sah
uat dengan sebenar-benamya di atas kertas bermaterai cukup, telah diperiksa, dibaca dan dimengerti maksud
i isi pasal-pasalnya dan ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya unsur tekanan ataupun paksaan, dibuat
gkao masing-masing pihak memegang 1 (Satu) surat dan keduanya mempunyai kekuaian i.iuki:rn yang sama,
r surat ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rarnan t ttars 2A Anr rc{r re '}/}{4,rlrsstus 4w iv
ANGGOTA/CALON ANGGOTA

N
KJKS BMT ASSYAFI'IYAH

,' n ,t'/,r, t {

.i l,F#[i, ,A
Atmad Fadoli

Pincapem
. Ari Sdawan

Suami
MENGETAHUI

'(SHB &UT A$SYAFTffAH BERKAH NASIONAL

w
Lukv Dwi Javanti

lstri

I

{tp^,^XA.
E r""",r



r.TD=PJES T SI MFAITI P I HJA !U! DAH PEITII B I AYAAITI SYA]II'AH

ditif ASSyAFI'IYAH BERKAH I{ASIoNAL
EffllI IIUXUH no- 28/Ant/tf;fiX'1'2 nlll1 !lct9

Jl- Jend- Sudirman }{o. Oe Xot"gaiah Titm,r Kec' Kotagaiah Lampung Tengah
r^.^ ,naqRr E{notIO Eqt na?4 <trxlllxlr€.1r. lv, z+t o Ivv

ELIAN BARANG (WAKALAII}
- {at4{8Mr-AsYlvtlll2$L6

rda hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam butan Delapan tahun Dua Ribu Enam Belas

26 - I - ZOt6 ) telah dibuat surat kuasa pembelian barang ( wakalah ) yang ditanda tangani oleh :

Nama : Ahmad Fadoli

Jabatan : PincaPem

Kantor Cabang I Kota Gajah

( Atas nama KJKS BMT Assyafi'iyah, Selaniutnya disebut PEMBERI KUASA )

lemberi kuasa sePenuhnYa kePada :

Nama : AriSetiawan

Alamat : RuktiSediYo

Pekerjaan : Tani

{Atas nama Anggota/calon anggota penerima pembiayaanlpiutang dari KJKS BMT Assyafi'iyah, selanjutnya

isebut PENERIMA KUASA )

pemben kuasa memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa untuk melakukan beberapa hal

ang terkait dengan transaksijual beli,yaitu :

1. melakukan transaksi Pembelian

2 melakukan pembayaran tersebut diatas berkaitan dengan pembiayaan murobahah yang akan diterima

Aaoonra/r:lnn anssotA dari KJKS BMT Assvafi'ivah dengan harga sebesar :

^I 
lbbv!v/ !urvr I s'! roo-

Rs 3.000.000 { Tiga Juta Rupiah }

3 Menerima Faktur,nota,kwitansi,atau bukti pembayaran yang lain dari penjual

4 Menerima harang

)emikian surat kuasa pembelian barang (wakatah) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya'

Rarean Utara, 26 Agustus 2O16

Anggota/Calon AnggotaY IYC trf,rT Accrrafitirrthivi\i pIYI I 
^JJyqr, 

:ru,

;aksi- saksi :

1.
El-^ tlr^1. -,^EtrlJ YY(rlurv

Per*hq.lflra,n

lWayan Euangga

AO

r n0',f. t,\
't,\rwv I

ot,,lrl't"arn) Ari Setiauran Lukv DwiJavanti

flka-ty

{



Yanc befianda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Tanggal Lahir

NO. KTP

Alamat

Pekerjaan

Bahwa saya benar memiliki sebuah sepedah motor deng*n NO BE 81 17 MB'{ ssbagaii.mi@ dfi Kffi
BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL Cabang Raman. Dan saya meqmal*an Samllmn rya
berupa motor Atas nama Haswanto Alamat Bandar Pugung dengan No tsE 8lI7 hilN kepede KSPFS

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL Cabang Raman Utara sebegai br*ti kesaiiw qla

untuk melunasi hutang saya yang telah menunggak. Dengan niiai tunggakan sebesar PokslRp 3-mffiS

Dan Margia sebesar Bi) 4S0.000. Dan Pihak KSPPS BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASI0NAIL

Cabang Raman Utara memberikan wakru samapai deagan tanggal 25 FEBR{II\RI20}7 Jk iiiearya

tidak dapat membayar hutang tersebut rnaka jaminan akan di lelang sebagai pernk3arun ury iltryqTry"

Demikian surat Penyerahan jaminan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihhk mtnafsq dffaE] ldk

dapat digunakaan mhe+gaimana-*:a$j,rrya.

Raman Utara 02 F&rwx ffinT

i :,. .:lr
r.i&

2691941

@

$_ur&tT PENYE R ATIAN JAMIryAtr

AdSetiawan

Rukti Sediyo

180709191 1920001

Rukti Sediyo

Tani

tARt SETEAI1..e-\.)i

sArisl Urn, (tnaq6f>
' 'l t?1/ i \)v / rt " v'
r" F.(."........".

,'

('abaug Ratnan Ulara.

n0"C*\
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Iidentitas Diri 

Nama   : Masriah 

Tempat / tgl. Lahir : Labuhan Raru Lima, 27 Juni 1993 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kebangsaan   : Indonesia 

Status    : Belum Menikah 

Tinggi    : 155 cm 

Agama    : Islam 

Alamat   : Labuhan Ratu Lima 

Nama Ayah   : Saman 

Nama Ibu   : Sariah 

No. Ponsel   : 085769982455 

E-mail   :Masriahsuka@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD Negeri Labuhan Ratu V, tamat lulus pada tahun 2005 

b. SMP Negeri 1 Way Jepara tahun lulus  pada tahun 2008 

c. SMA N 1 Way Jepara ttahun lulus  pada tahun 2011 

d. S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jurai Siwo Metro tahun lulus 

pada tahun 2015 

 



C. Pengalaman Organisasi 

1. Anggota Fossei (forum silaturahmi Ekonomi syairah IAIN juarai siwo 

metro) 2012-2014 

2. Angota KAMII (kesatuan Aksi Muslim Indonesia) 2013-2014 

D. Karya Ilmiah 

1. Penelititan 

a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syairah terhadap Pelaksanaan Sita 

Jaminan di BMT Asyafi’yah cabang kota Metro. 

b. Pejualan Objek akad Murabahah di BMT Asyafi’iyah  kota Metro 

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jurnal 

UII. Millah Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, No.1, Agustus 2017. 

c. Penyelesaian Sekgketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul 

Mal Wat Tamwil Assyafi’iyah Lampung). 

 

 

Yogyakarta, 8 April 2018 

 

Mariah, S.Sy 
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